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PEDOMAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang
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KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

.bahwa dalam rangka menertibkan biaya pemeliharaan dan
operasional kendaraan di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong, dipandang perlu menetapkan pedoman
pembiayaan pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas
di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a diatas perlu di tetapkan dengan Peraturan
Bupati.

: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaraan Negara
Republik Indonesia Nomor 4349) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
50. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara



9. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas adalah biaya yang diberikan kepada
kendaraan dinas Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil berupa perawatan dan
kelengkapan surat-surat kendaraan dinas di Lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebong ;

10. Biaya operasional kendaraan dinas adalah biaya Bahan Bakar Minyak
(BBM) vang diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong ;

11. Kepala bagian adalah kepala bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong ;

BAB II
JENIS - JENIS HENDARAAN DINAS

Pasal 2

Kendaraan Dinas Roda 6 [(Enam) dan Roda 4 (Empat) di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong :

Toyota Land Cruiser

Jeep Wrangler

Kendaraan Dinas Toyota Fortuner
Kendaraan Dinas Tovyota Inova
Kendaraan Dinas Toyota Avanza
Kendaraan Dinas Toyota Kijang
Kendaraan Dinas Honda CRV

. Kendaraan Dinas Nissan Terano
Kendaraan Dinas Panther L.V

Kendaraan Dinas Panther Touring
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Kendaraan Dinas Toyota Dyna Bus/Truk
Kendaraan Dinas Mitsubisih L.300

. Kendaraan Dinas Mitsubisi L.200
Kendaraan Dinas Mitsubisi Strada
Kendaraan Dinas Mitsubisi Kuda
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Kendaraan Dinas Toyota Hilux
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Kendaraan Dinas Ford Everest
Pasal 3

Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) di Lingkungan Seckretariat Daerah
Kabupaten Lebong :

a. Kendaraan Dinas Kymco 125 dan 100 cc
b. Kendaraan Dinas Kanzen 100 cc
Kendaraan Dinas Honda Win 100 cc
Kendaraan Dinas Honda Karisma 125 cc
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BAE III
BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama
Bagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 4
1.Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati dibebankan
pada Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati.
2.Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten,
Kepala Bagian dan kendaraan dinas lainnya yang berada di Lingkungan
Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Daerah
Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Pasal 5

1.Biaya Operasional Kendaraan Dinas Roda 6 (Enam) dan Roda 4 (Empat)
untuk perjalanan dinas di alokasikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;
1. Biaya operasional kendaraan dinas roda 6 (Enam) Bus/Truk untuk
perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Lebong adalah 35 Liter.
2.Biaya operasional kendaraan dinas roda 4 (Empat) untuk perjalanan
dinas dalam daerah Kabupaten Lebong adalah 25 Liter.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah antar Provinsi/Kab/Kota ;
1. Biaya operasional kendaraan Land Cruiser diberikan BBM 80 Liter
2. Biaya operasional kendaraan Jeep Wrangler diberikan BEM 80 Liter
3. Biaya operasional kendaraan Toyota Fortuner diberikan BBM 70 Liter
4. Biaya operasional kendaraan Toyota Inova diberikan BBM 55 Liter
5. Biaya operasional kendaraan Toyota Avanza diberikan BBM 40 Liter
6. Biaya operasional kendaraan Toyota Kijang diberikan BBM 40 Liter
7. Biaya operasional kendaraan Honda CRV diberikan BBM 60 Liter
8. Biaya operasional kendaraan Nissan Terano diberikan BBM 65 Liter
9. Biaya operasional kendaraan Panther L.V diberikan BBM 40 Liter
10. Biaya operasional kendaraan Panther Touring diberikan BBM 40 Liter
11. Biaya operasional kendaraan L 200 diberikan BBM 40 Liter
12, Biaya operasional kendaraan L.300 diberikan BBM 70 Liter
13. Biaya operasional kendaraan Strada diberikan BBM 70 Liter
14. Biaya operasional kendaraan Mitsubisih Kuda diberikan BBM 50 Liter
15. Biaya operasional kendaraan Toyota Hilux diberikan BBM 50 Liter



c. Perjalanan Dinas Ke Jakart4 ;

Kendaraan dinas Phanter L.V di berikan BBM 300 Liter
Kendaraan dinas Phanter Touring di berikan BBM 350 Liter
Kendaraan dinas Toyota Dyna Bus/Truk di berikan BBM 400 Liter
Kendaraan dinas Mitsubisih L.200 di berikan BBM 300 Liter
Kendaraan dinas Mitsubisih L.300 di berikan BBM 350 Liter
Kendaraan dinas Mitsubisih Estrada di berikan BBM 400 Liter
Kendaraan dinas Toyota Hilux di berikan BBM 350 Liter
Kendaraan dinas Ford Everest di berikan BBM 350 Liter
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2.Biaya Operasicanal Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) untuk perjalanan
Dinas Dialokasikan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ;

Kendaraan dinas Kymco diberikan BBM 8 Liter
Kendaraan dinas Kanzen diberikan BBM 8 Liter
Kendaraan dinas Honda Win diberikan BEM 8 Liter
Kendaraan dinas Honda Kharisma diberikan BEM 8 Liter
Kendaraan dinas Suzuki diberikan BBM 8 Liter
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b. Perjalanan Dinas Luar Daerah ;

Kendaraan dinas Kymco diberikan BBM 15 Liter
Kendaraan dinas Kanzen diberikan BBM 15 Liter
Kendaraan dinas Honda Win diberikan BBM 15 Liter
Kendaraan dinas Honda Kharisma diberikan BBM 15 Liter
Kendaraan dinas Suzuki diberikan BBM 15 Liter
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Pasal 6

Bahan Bakar Minyak ( BBM ) di Lingkungan Sekretariat Daerah di berikan
setiap bulan sebesar :

1. Kendaraan Roda 4 (Empat) Pejabat Eselon II diberikan Rp. 2.000,000
2. Kendaraan Roda 4 {(Empat) Pejabat Eselon IlI diberikan Rp. 1.500,000
3. Kendaraan Roda 2 (Dua) Pejabat Esclon IV diberikan Rp. 600,000

Pasal 7

Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Mesin Genzet Rumah Dinas Bupati dan di
Lingkungan Sekretariat Daecrah di berikan sebesar :

Bahan Bakar Minyak (BBM) Mesin Genzet Bumah Dinas Bupati dan di
Lingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 25,000,000 /Tahun



BAB IV
SANKSI - SANKSI PEMEGANG KENDARAAN DINAS

Pasal 8

. Apabila kendaraan dinas operasional mendapat musibah kecelakaan dalam

menjalankan tugas kedinasan, maka biaya kerusakan di bebankan kepada
anggaran belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong.

. Apabila kendaraan dinas operasional mendapat musibah kecelakaan di luar

tugas kedinasan, maka semua biaya kerusakan di bebankan kepada

pemegang kendaraan.

BABV
EETENTUAN - EETENTUAN LAIN

Pasal 9

. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Sekretaris Daerah Kabupaten
Lebong.

. Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2014 dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini
akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

. Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 24 -3 - 2014
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Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 2014
SEEKRETARIS DAERAH '
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H. ARBAIN AMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR



1o, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001
tentang Sistem Informasi Barang Dacrah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2002
tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kede Barang Daerah
Pravins: f Kabupaten / Kota;

15, Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008
tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lebong, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Momor 1 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong
Nomor 1 tahun 2008,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MESS

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG DI KOTA BENGKULU

BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong,

Daerah Otonomi milik Daerah, selanjutnva discbut Daerah adalah Kesatuan
Masyarakat Hukum yang mempunyal batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan  mengurus  urusan  Pemerintahan dan kepentingan
masyarakal sctempatl menurul  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bupati adalah Bupati Lebong,.

4, Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong selaku

Pengelola Barang Milik Daerah.

Pembantu Pengelola Barang Milik Dacrah sclanjutnya discbut Pembantu
Pengelola  adalah  Pegjabat  yang  bertanggung  jawab  mengkoordinir
penyelenggaraan Pengelola Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah,

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lebong selaku Pengguna Barang Milik

Daerah.

. Unit Kerja adalah bagian SKPD sclaku Pengguna Barang.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari perolehan lainnya
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